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ABSTRAK

NELFI, 06193028, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik, Universitas Andalas, Pembiming I Drs. Rinaldi Eka Putra M.Si dan
Pembimbing I Doni Hendrik S.IP. S.Soc, SC. Judul Skripsi “Kebijakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Pengembangan Sektor
Pariwisata Pasca Terbakarnya Istana Pagaruyung Tahun 2007-2009"

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi masalah pariwisata pasca
terbakarnya Istana Pagaruyung vang berdampak terhadap turunnya Kunjungan wisata
dan pendapatan daerah sektor wisata. Disini juga melihat kendala yang dihadapi
Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yvaitu kebijakan, khususnya teon
James Anderson untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah
publik. Dimana pada masalah pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar
diperlukan kebijakan yang tepat oleh pemerintah untuk mengatasi masalak yang ada
untuk meningkatkan kunjungan juga PAD sektor wisata dalam mengembangkan
pariwisata daerah. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara kualitatif
melalui metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan vaitu melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan dengan pemilihan
informan secara sengaja (Purposive Sampling). sedangkan unit analisis penelitian ini
adalah lembaga yaitu DPRD Kabupaten tahan datar . dinas seni dan pariwisata daerah
Kabupaten Tanah Datar. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAL)
Kabupaten tanah datar. serta dengan melakukan uji keabsahan data secara triangulasi
untuk mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi.

Dari teori yang digunakan untuk analisis dapat disimpulkan bahwa masalah
dalam menetapkan kebijakan untuk mengatasi masalah publik tersebut belum dapat
diatasi dengan baik. Pemerintah hanya memprioritaskan kepada pembangunan [stana
Pagaruyung yang masih berlangsung saat ini, jadi masalah pariwisata yang ada
sclama pembangunan menjadi tidak teratasi. Kebijakan seperti ini juga mempunyai
alasan karena keterbatasan dana dan pemerintah sendiri belum mempunyai RIPPDA
atau master plan dalam pengembangan pariwisatanya agar pariwisatanya terarah dan
bisa bersaing dengan daerah lainnya jadi banyak investor vang mau bekerja sama
dengan  Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, selain itu kerjasama pemerintah,
masyarakat. dan juga stake holder sebagai pelaksana di lapangan harus saling
bekerjasama. Disamping itu di Kabupaten Tanah Datar Juga belum adan PHRI
(Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) dan ASITA (Asosiasi Tourisme Indonesia)
vang dapal mengawasi perkembangan pariwisata dacrah di Kabupaten Tanah Datar.

Kata kunci: Formulasi masalah, Formulasi kebijakan, Penentuan kebijakan




BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah secara formal telah dicanangkan pada tanggal [
Januari 2001, Otonomi daerah ini ditetapkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah daerah’. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah  kepada  daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia’.

Dengan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya  kesejahteraan — masyarakat  melalui peningkatan  pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakal. Disamping itu, melalui otonomi luas
daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan

keanckaragaman daerah dalam rangka meningkatkan efisicnsi dan efektivitas

'HAW. Widjaja. Penvelenggaraan (tonomi Di Indonesia. Pt Raja Grafindo persada. Jakarta. 2005

him, 3
* Lebih lanjut lihat Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayval (7).
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penyelenggaraan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Kabupaten atau
Kota karena berhubungan langsung dengan masyarakat’,

Daerah otonom harus mampu mengelola potensi yvang ada didaerahnya untuk
kemajuan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya
dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) vyang
menggambarkan  kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan
pelaksanaan tugas pembantuan®,

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali
sumber-sumber keuangannya sendirt, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri
vang cukup memadai untuk membiayai penyelengparaan pemerintahan daerahnya.
Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD harus
menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung kebijakan perimbangan
keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan
negara bagi pelaksanaan otonomi vang menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak
ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan
otonomi daerah.

Jadi untuk membuat suatu daerah lebih mandiri mengharuskan Pemerintah
dacrah agar menjadi kuat dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pengembangan di dacrahnya sendiri dengan langkah awal vang dapat dilakukan oleh

pemerintah daerah vaitu dengan melihat potensi-potensi yang dimilikinva dan mampu

" Intan Puspita, Analisis Kinerja Kenangan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Otonami Daerah
{i surakaria . Fakultas Ekonomi. Universitas Muhamadiah. Surakana 2007, him. 2
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BAB VI
PENUTUP

VL. Kesimpulan

Sesual  dengan  tujuan  penelitian  vaitu  penelit berupava  untuk
mendeskripsikan Kkebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam
pengembangan sektor pariwisata pasca terbakarnya Istana Pagaruyung Tahun 2007-
2009. Dari teori yang digunakan untuk analisis dapat  disimpulkan bahwa
perkembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2007-2009 belum
mengalami perkembangan dan peningkatan wisata,

Pada tahap formulasi masalah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyadari
adanya masalah yang terjadi disektor wisata pasca terbakarnya Istana Pagaruyung,
seperti masalah penurunan kunjungan wisata, penurunan PAD sektor wisata dan
masalah penurunan pendapatan masyarakat sekitar objek wisata.

Pada tahap formulasi kebijakan, pemerintah membuat alternative untuk
memecahkan masalah pariwisata dengan mengumpulkan donator se [ndonesia vang
bertempat dikediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjabat saat ity guna
mendanai pembangunan kembali Istana Pagaruyung.

Pada tahap penentuan kebijakan sendiri.

Tahun 2007:

4. Mengumpulkan donator se Indonesia untuk mendanai Pembanguna Istana

Pagaruyung kembali.
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